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BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPUI,AUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN

FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMERINTAH

Menimbang

KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

a. bahwa berdasarkan pasat 12 ayat (1) undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah
diatur bahwa urusan pemerintahan Bidang pekerjaan

umum dan Penataan Ruang merupakan urusan
Pemerintahan yang berkaitan pelayanan Dasar yang di
dalamnya termasuk urusan Jasa Kontruksi.

b. bahwa telah di undangkannya peraturan Bupati Nomor
64 Tahun 2a76 tentang susunan organisasi, T!-rgas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas pemerintah Kabupaten
Natuna belum adanya Jasa Kontruksi oleh sebab itu
perlu di lakukan perubahan .

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan

Keempat Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 64
Tahun 2al6 tentang susunan organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Keg'a Dinas pemerintah Kabupaten
Natuna.
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Mengingat : L. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan

Lembaran l.f"g"r" Republik Indonesia Nomor gg}2l

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang

perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan

Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8

Nomor lO7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a88O);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO2 tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1 1 l, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42371

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun zOlL

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523a\
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol4 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5a9a\

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang

2.

3.

4.

5.
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Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OL5 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

567e|;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL6 Nomor ll4l;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun

2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna

Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2Ot6

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 20 18

Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT

ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 64 TAHUN

20T6 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN

FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMERINTAH

KABUPATEN NATUNA.

Pasal I

Peraturan Bupati Natuna Nomor

Susunan Organisasi, Tugas dan

Dinas Pemerintah Kabupaten

Kabupaten Natuna Tahun 2016

beberapa kali diubah dengan:

64 Tahun 2016 tentang

Fungsi Serta Tata i(erja

Natuna (Berita Daerah

Nomor 64) yang telah



b.

Peratnran Bupati Natuna Nomor 24 Tahun 2OtT (Berita

Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2Ol7 Nomor 24);

Peraturan Bupati Natuna Nomor 49 Tahun 2OtT (Berita

Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2Ol7 Nomor 49);

c. Peraturan Bupati Natuna Nomor 38 Tahun 2018 (Berita

Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 9);

Diubah sebagai,berilmt:

1. Ketentuan ayat (1), huruf a dan huruf c Pasal 195

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 195

(1) Bidang Bina Marga membawahi:

a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;

b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

c. Seksi Jasa Kontruksi;

(21 Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

yang dalam melaksanakan tugasnya berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Bina Marga.

2. Ketentuan ayat (1), ayat (21 dan ayat (3) Pasal 196

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 196

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1)

huruf a memiliki ikhtisar jabatan menyiapkan

men5rusun rencana kerja dan kegiatan, pembinaan

dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dibidang

pembangunan jalan dan jembatan demi keamanan

dan kenyamanan bagi keutuhan masyarakat.

Seksi Pembangunan Jalan dan jembatan

mempunyai trrgas menyiapkan, membuat,

merencanakan operasionalisasi, memberi tugas,

memberi petunjuk, menyelia, mengatur,

(1)

(2t
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mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan

tugas seksi pembangunan jalan dan jembatan.

(3) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

mempunyai uraian tugas meliputi:

a. menyiapkan rencana dan program keq'a seksi

pembangunan jalan dan jembatan sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

b. malaksanakan rencana dan program kerja seksi

pembangunan jalan dan jembatan;

c. melaksanakan tugas dan memberi petunjuk

kepada staf sesuai bidang tugas;

d. mengoreksi prestasi kerja staf sebagai bahan

pembinaan dan pengembangan karier;

e. melaksanakan koordinasi dan supenrisi

pengembangan pembangunan, peningkatan

jalan dan jembatan;

f. melaksanakan dan penetapan petunjuk

pelaksanaan pengelolaan seksi pembangunan

jalan dan jembatan;

g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian

pengelolaan seksi pembangunan jalan dan

jembatan;

melaksanakan laporan seksi sesuai dengan

hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung

jawaban pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan baik secara terhrlis maupun lisan

sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas

dan fungsinya dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas.

Ketentuan ayat (1), ayat (21 dan ayat (3) Pasal L97

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 197

(1) Seksi Jasa Kontruksi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 195 ayat (1) huruf c memiliki ikhtisar

h.

3.
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menyiapkan dan rr,"nyu"un rencana kerja dan

kegiatan, pembinaan dan pengendalian

Pelaksanaan kegiatan dibidang Jasa Kontruksi.

Seksi Jasa Kontruksi menyiapkan, membuat,

menyelenggarakan, mengawasi penyelenggara€rn

jasa konstruksi, memberi tugas, memberi petunjuk,

menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan

penyelenggaraan tugas seksi Jasa Konstmksi.

Seksi Jasa Kontruksi mempunyai uraian tugas

meliputi:

a. menyiapkan rencana dan program kerja seksi

Jasa Kontmksi sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;

b. melaksanakan rencana dan program kerja

Seksi Jasa Kontruksi;

c. melaksanakan tugas dan memberi petunjuk

kepada staf sesuai bidang tugas;

d. melaksanakan monitoring dan evalusi kinerja

jasa kontruksi dan jasa konsultan;

e. melaksanakan hubungan kemitraan dengan

asosiasi profesi dan pihak lain yang berkaitan

dengan jasa kontruksi/jasa konsultan;

f. melaksanakan kebijakan pembinaan,

menyebarluaskan peraturan perundang-

undangan, menyelenggarakan pelatihan,

bimbingan teknis dan penyuluhan jasa

konstruksi di wilayah Kabupaten Natuna;

melaksanakan pengelolaan data Sistem

Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI);

menerbitkan kartu penanggungfawab teknis

(PJT) usaha jasa konstmksi dan rekomendasi

yang berhubungan dengan jasa konstruksi;

melaksanakan pengawasan dan pengendalian

bidang jasa konstruksi;

melaksanakan pengujian bahan bangunan dan

jalan serta pengujian tanah dan air;

(3)

ob'

h.

1.

J.
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melaksanakan pengadaan alat-alat kerja

konstruksi, alat-alat uji bahan bangunan dan

jalan serta alat-alat udi tanah dan air;

melaksanakan pemeliharaan alat-alat kerja

konstruksi, alat-alat uji bahan bangunan dan

jalan serta alat-alat uji tanah dan air;

melaksanakan tugas dan memberi petunjuk

kepada staf sesuai bidang tugas;

melaksanakan laporan seksi sesuai dengan

hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung

jawaban pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan baik secara tertulis maupun lisan

sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas

dan fungsinya dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas.

Ketentuan dalam Lampiran X Peraturan Bupati Natuna

Nomor 64 tahun 2OL6 tentang Susunan Organisasi,

Tugas Dan F'ungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah

Kabupaten Natuna (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor

64) diubah sehingga berbunyr sebagaimana tercanhrm

dalam Lampiran yang merupakan bagran tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Pasal 383 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 383

Pejabat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan

Bupati ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan

dilantiknya pejabat yang baru.

l.

n.

o.

4.

5.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal tt /<uettr9 %tg

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 14 
^13r!+ 

Lc 2OW

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN NATUNA,

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2OI9 NOMOR 40
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